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Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam perkara kecelakaan lalu 
lintas, oleh karena itu korban memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian baik 
dari pelaku yang menyebabkan terjadiya kecelakaan ataupun dari perusahaan 
asuransi atas kecelakaan yang diderita oleh korban. Dalam praktiknya, pemenuhan 
hak ganti kerugian untuk korban oleh pelaku sering kali terkesampingkan 
disebabkan tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan korban. Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak 
mengatur secara spesifik mengenai ketentuan ganti kerugian dari pelaku untuk 
korban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait 
dengan kecelakaan lalu lintas yang kemudian dihubungkan dengan data di 
lapangan mengenai praktik dalam pembayaran ganti kerugian bagi korban 
kecelakaan lalu lintas. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data 
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Untuk metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan sertametode penelitan lapangan 
dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan pihak Polresta Surakarta. 
Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kualitatif dengan penalaran deduktif. 




The victim is the most disadvantaged side in the case of traffic accidents, 
therefore the victim has the right to obtain compensation from the offender or the 
insurance company which take over the cases. In reality, both sides the victim and 
offender have not yet reached an agreement, so the fulfillment of indemnity of 
rights for victims by perpetrators is often overlooked. Law Number 22 Year 2009 
on Road Traffic and Transportation does not regulate specifically on restitution of 
the offender for victims.This study is an empirical juridical study based on 
legislation, District Court decisions related to traffic accidents which are linked 
with field data on practices in restitution payments for victims of traffic accidents. 
The types of data used are primary data as well as secondary data covering 
primary, secondary, and tertiary legal materials. For method of collecting the data 
useddocuments study and field research method with the judge of District Court in 
Surakarta and Surakarta Police. Furthermore, the data analyzed using qualitative 
with deductive approach. 
Keyword: Victims, Traffic accidents, Restitution 
 
1. PENDAHULUAN 
Menurut pendapat John Rawls, hukum menjadi adil bila benar-benar dalam 
penerapannya sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Sebab yang menjadi 
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tujuan yang hendak dicapai dari hukum ialah keadilan.
1
 Hukum berusaha 
menampung ketegangan atau konflik sebaik-baiknya.
2
 Hukum Pidana bukanlah 
suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya 
mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 
norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum
.3
 Seseorang dikatakan 
melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan 
bertentangan dengan norma masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4
 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada praktiknya 
seringkali menemui kendala dalam penerapannya. Banyak terjadi kecelakaan lalu 
lintas yang disebabkan oleh faktor ketidakhati-hatian pengguna jalan, faktor 
kendaraan, faktor cuaca, dan faktor keadaan jalan/medan jalan. Setiap orang yang 
terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas baik pelaku maupun korban pastilah 
mengalami kerugian baik kerugian fisik ataupun kerugian harta benda. Dalam 
keadaan yang dirugikan ini, korban memiliki hak-haknya terkhusus memperoleh 
ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 240 huruf b Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5
 Namun 
dalam praktiknya, terkadang antara korban dengan pelaku tidak terjadi 
perdamaian sehingga hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian menjadi 
terkesampingkan. Selain daripada itu, korban dan keluarganya dapat melakukan 
                                                             
1
Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan 
Masyarakat, Jakarta: Restu Agung, hal. 16 
Lihat juga Moris, Norval dan Hawkins, 1959, Petunjuk Politisi yang Jujur untuk Mengendalikan 
Kejahatan, Chicago: Universitas Chicago Press, hal. 26 menyatakan bahwa tujuan hukum adalah 
untuk perlindungan kehidupan dan milik warga negara serta pelestarian ketertiban umum dan 
kesopanan. Lihat juga Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, 
Yogyakarta: Kanisius, hal. 163 yang menyatakan tujuan hukum menurut Radbruch adalah 
keadilan, kepastian hukum atau legalitas dan kemanfaatan.  
2
Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, hal. 41. 
3
C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
hal. 257. 
4Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Pasal ini 
disebut sebagai Asas Legalitas. 
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Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak 




penghitungan sendiri terhadap jumlah kerugian yang dialami, baik kerugian 
materiil
6
 maupun kerugian immaterial
7
. 
Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini ialah mengenai pengaturan 
dan praktik dalam pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas. 
Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
(a) Bagaimana pengaturan pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan 
lalu lintas dari perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan? ; (b) Bagaimana implementasi pembayaran ganti 
kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas? 
 
2. METODE  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan menganalisis tentang 
pengaturan pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas 
perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, serta untuk mengetahui implementasi pembayaran ganti kerugian 
pada kasus kecelakaan lalu lintas. 
Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Metode 
Pendekatan yuridis empiris.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan 
penelitian ini adalah deskriptif.
8
 Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi 
penelitian Polresta Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Data Primer, yaitu berupa  keterangan-
keterangan yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 
Surakarta dan Polresta Surakarta mengenai ganti kerugian; dan (b) Data Sekunder, 
yakni data yang berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, putusan-putusan Pengadilan Negeri, 
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 Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang. Hal itu mencakup kerugian 
harta benda, pekerjaan, pengobatan, dan transportasi.  Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2008, 
Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 
Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hal 76 
7
 Kerugian immaterial atau kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang mencakup stigmatisasi, 
pengungkapan, kebenaran, dan trauma psikologis. Ibid, hal 77 
8
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha yang memberikan sistematis dan cermat 
fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, 
Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.  
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yakni putusan nomor 3179/Pid.B/2013/PN.Sby, 190/Pid.Sus/2015/PN.Bna, 
137/Pid.Sus/2017/PN.Skt, dan 266/Pid.Sus/2017/PN.Skt serta peraturan 
perundang-undangan lainnya, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan 
serta menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara dengan 
hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan pihak Polresta Surakarta. Penulis 
melakukan analisis data secara kualitatif kemudian dianalisis dengan metode 
analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaturan Ganti Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Korban
9
 memiliki hak-hak dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: 
Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan: 
Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; 
Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 
kecelakaan lalu lintas; dan 
Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. 
Atas dasar hak-hak korban tersebut di atas, maka terdapat pihak yang 
memiliki kewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut yakni pengemudi, 
pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyebabkan terjadinya 
kecelakaan lalu lintas. Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 235 dan Pasal 
236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berbunyi: 
Pasal 235 
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 Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagi akibat tindakan orang lain 
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, 
Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 63 
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Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, 
dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada 
ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman 
dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. 
Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat 
kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) 
huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan 
jalan wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya 
pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. 
Pasal 236  
Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya 
ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. 
Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan 
damai di antara para pihak yang terlibat. 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan mengenai sanksi terhadap perkara 
kecelakaan lalu lintas diatur secara umum dalam Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan , yakni Bab XII tentang menyebabkan 
mati atau luka-luka karena kealpaannya pada Pasal 359 dan 360 ayat (1) KUHP, 
yang berbunyi: 
Pasal 359 KUHP 
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 
satu tahun. 
Pasal 360 KUHP ayat (1) 
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat 
luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan 
Jalan tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai pemberian ganti rugi kepada 
korban kecelakaan lalu lintas. Pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan hanya menyebutkan bahwa 
korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari 
pelaku, sedangkan mengenai prosedur dan besaran nominal dalam pemberian 
ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas oleh pelaku tidak diatur secara jelas, 
hal ini justru tidak memberikan jaminan bagi korban untuk menerima ganti 
kerugian yang dideritanya. Pelaku sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya 
kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian 
kepada korban dan/atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 235 dan 
Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan 
Angkutan Jalan, namun atas kewajiban tersebut apabila pelaku tidak memenuhi 
kewajiban ganti rugi maka  tidak terdapat sanksi yang menjerat bagi pelaku.Tidak 
diaturnya sanksi bagi pelaku dalam memenuhi kewajiban ganti rugi untuk korban 
inilah yang menyebabkan hak korban untuk memperoleh ganti rugi atas 
kecelakaan yang dialaminya mungkin saja menjadi terkesampingkan. Korban 
kecelakaan lalu lintas baru akan memperoleh ganti rugi dari pelaku apabila 
terdapat kesepakatan ataupun negosiasi mengenai besaran ganti rugi yang harus 
diterima, sedangkan pelaku bisa saja menghindar dengan berbagai alasan agar 
tidak memberikan ganti rugi sejumlah nominal yang diminta oleh korban. 
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan jika pelaku memiliki itikad baik 
untuk memberikan ganti rugi sesuai yang diminta oleh korban sebagai bentuk rasa 
penyesalan atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun 
materi bagi korban. 
3.2 Implementasi Ganti Kerugian pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 
Setiap putusan yang penulis teliti ini memiliki karakteristik yang berbeda-
beda dalam amar putusannya. Putusan mengenai perkara kecelakaan lalu lintas 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Terdakwa Septian Rachman Prasetyo; Majelis Hakim H. Bandung 
Suhermoyo, SH., MH., H. Yapi, SH., MH., dan Suhartoyo, SH., MH.; Jaksa 
Penuntut Umum Wiliielmina Manuhutu, SH. 
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Amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan Terdakwa: Septian 
Rachman Prasetyo, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
luka berat.”; (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Septian 
Rachman Prasetyo selama: 4 (empat) bulan; (3) Menetapkan barang bukti 
berupa: • 1 (satu) unit sepeda motor NoPol W-5321-YA dan STNKB 
dikembalikan kepada terdakwa Septian Rachman Prasetyo. • 1 (satu) unit 
sepeda motot NoPol L-4505-YE dan 1 (satu) lembar SIM C An. Agung P N 
dikembalikan kepada Agung Prasetyo Nugroho.; (4) Membebankan kepada 
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
Dalam perkara ini, korban dirugikan atas kecelakaan lalu lintas yang 
disebabkan oleh terdakwa, namun korban tidak mengajukan gugatan ganti 
kerugian kepada majelis hakim pemeriksa perkara sebelum jaksa penuntut 
umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir)sebagaimana diatur dalam 
Pasal 98 ayat (2) KUHAP sehingga hak korban untuk memperoleh ganti 
kerugian tidak terpenuhi. 
Dalam putusan ini juga tidak disebutkan bahwa terdakwa memberikan 
bantuan biaya pengobatan korban atau tidak. Padahal hal tersebut merupakan 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa sehingga hal ini 
bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga 
dalam hal ini hak korban justru terkesampingkan.  
Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus; Majelis Hakim Eddy, SH., MH., 
Nurmiati, SH., MH., dan H. Supriadi, SH., MH.; Jaksa Penuntut Umum Epi 
Puspita, SH. 
Amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan Terdakwa Rukaiah Binti 
M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 
korban meninggal dunia dan luka-ringan”; (2) Menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 
8 
 
denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan; (3) Menetapkan barang bukti berupa: • 1 
(satu) Unit Mopen Honda Jazz BL 502 JB, 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 
JB, 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah dikembalikan kepada Terdakwa 
Rukaiyah Binti M. Yunus. • 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 
5879 JJ, 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ dikembalikan kepada saksi 
Tuher Ningsih.; (4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya 
perkara sejulah Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 
Dalam perkara ini antara korban dan/atau keluarga korban dengan pelaku 
telah terdapat kesepakatan perdamaian, selain itu pelaku juga memiliki itikad 
baik untuk memberikan santunan serta biaya pengobatan kepada korban. 
Didalam putusan tidak terdapat istilah ganti kerugian, namun hanya berupa 
santunan yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban dan biaya 
pengobatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan, istilah santunan dalam Pasal 240 huruf c 
merupakan hal yang diberikan oleh perusahaan asuransi, sementara bagi 
pelaku yang harus diberikan kepada korban ialah ganti rugi. 
Hakim dalam putusan perkara ini mengadili bahwa pelaku dijatuhi pidana 
penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Denda yangdibayarkan 
oleh pelaku tersebutjustru masuk ke kas negara bukan kepada korban yang 
jelas-jelas lebih membutuhkannya. 
Terdakwa Angga Kurniawan; Majelis Hakim Dalyusra, SH., MH., 
Priyanto, SH., M.Hum., dan Sigit Pangudianto, SH., MH.; Jaksa Penuntut 
Umum Sri Hartinah, SH. 
Amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan Terdakwa Angga 
Kurniawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindah 
pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meinggal dunia.”; (2) 
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan; (3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, 
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kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain di 
sebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 
percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir; (4) Menetapkan masa penahanan 
yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; (5) Menetapkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera 
mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan; (6) Memerintahkan barang bukti 
berupa: • 1 (satu) unit Kbm Truk Hino L-8034-UY, 1 (satu) lembar STNK 
Kbm Truk Hino L-8034-UY a.n Sinar Duta Persada dikembalikan kepada PT 
Anuta Utama Surabaya melalui Terdakwa. • 1 (satu) lembar SIM B II Umum 
a.n Angga Kurniawan dikembalikan kepada Terdakwa. • 1 (satu) unit sepeda 
angin dikembalikan kepada saksi Tri Handayani.; (7) Membebani biaya 
perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). 
Penulis juga memperoleh data berupa surat perjanjian damai tertanggal 21 
Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pihak I Mariyo selaku Manager 
Operasional PT HO dan Pihak II Tri Handayani selaku wakil dari keluarga 
korban yang pada intinya para pihak telah sepakat menyelesaikan perkara ini 
secara kekeluargaan serta Pihak I telah memberikan santunan sebesar 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak II. Selain itu pihak keluarga 
korban mengajukan surat permohonan pencabutan perkara laka lantas 
tertanggal 21 Maret 2017 agar perkara tersebut tidak dilanjutkan ke 
Pengadilan. 
Menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan yang pada intinya menjelaskan 
bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum yang dalam 
hal ini disebut sebagai Terdakwa wajib memberikan bantuan kepada ahli 
waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan 
tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, namun fakta dalam perkara ini 
bahwa santunan yang telah diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban 
tidak dapat menggugurkan tuntutan perkara pidana, namun menyebabkan 
tuntutan dan penjatuhan pidananya lebih ringan dan pada akhirnya terdakwa 
tidak perlu menjalani sanksi pidana tersebut. 
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  Selain dari pada itu, berdasarkan pada Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan yang pada 
intinya menjelaskan bahwa kewajiban ganti rugi lalu lintas ringan 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar 
pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak. Namun fakta 
dalam perkara ini kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan kecelakaan 
lalu lintas berat karena mengakibatkan korban meninggal dunia, atas hal ini 
justru terdapat kesepakatan damai di luar pengadilan yang dilakukan oleh 
pelaku dengan keluarga korban.  
Terdakwa Latif Bin Turyamo; Majelis Hakim Dwi Prapti Maryudiati, SH., 
Mula Pangaribuan, SH., MH., dan Maximianus Daru Hermawan, SH.; Jaksa 
Penuntut Umum Daryanti, SH. 
Amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan Terdakwa Latif Bin 
Turyamo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; (2) Menjatuhkan 
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 
(dua) tahun; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikruangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) 
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa 1 
(satu) unit Kendaraan truk tronton No Pol B-9680-UYY, 1 (satu) lembar 
STNK No Pol B-9680-UYY atas nama Fredy Sujiono, 1 (satu) lembar buku 
KIR truk tronton No Pol B-9680-UYY, masing-masing dikembalikan kepada 
yang berhak melalui Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No 
Pol AD-6204-AH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No Pol 
AD-6204-AH, masing-masing dikembalikan pada yang berhak Nanik 
Supriyati, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol AD-4868-QT 
dikembalikan kepada Arianto, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz No 
Pol AD-3831-GA, 1 (satu) lembar STNK No Pol AD-3831-GA, 1 (satu) SIM 
C atas nama Adnan Aditya, masing-masing dikembalikan kepada Adnan 
Aditya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No Pol AD-4255-KH 
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dikembalikan kepada Mujianto.; (6) Membebankan kepada Terdakwa 
membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
Dalam perkara ini, kewajiban ganti kerugian dari pelaku untuk korban 
sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan di 
dalam putusan. Pelaku berserta keluarganya hanya meminta maaf kepada 
keluarga korban tanpa ada istilah santunan ataupun kewajiban ganti rugi yang 
diberikan kepada keluarga korban, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 236 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan 
Angkutan Jalan dimana pengemudi dalam hal ini ialah terdakwa memiliki 
kewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya 
pengobatan dan/atau pemakaman tanpa menggugurkan tuntutan pidananya.  
Selain itu, pihak korban juga tidak mengajukan permintaan penggabungan 
perkara kepada majelis hakim pemeriksa perkara sebelum Jaksa Penuntut 
Umum menyampaikan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP. 
Tidak diajukannya permohonan penggabungan perkara ini menyebabkan hak-
hak korban untuk memperoleh ganti rugi menjadi terkesampingkan atau tidak 
terpenuhi. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai dimana ganti rugi 
yang dimaksud adalah ganti rugi yang hanya sebatas pada kerugian yang nyata, 
yang dapat dihitung dan didasari dengan bukti. Sementara itu, denda yang terdapat 
dalam sanksi pidana merupakan denda yang ditujukan pada negara.
10
Dalam 
kaitannya dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, segala bentuk 
kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan melalui pengadilan dengan hasil akhir 
berupa putusan, kecuali perkara kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat diselesaikan di luar 
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 Pandu Budiono, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, pada hari Senin, 6 
November 2017, di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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pengadilan sepanjang terdapat kesepakatan damai di antara para pihak.
11
Hal ini 
berarti bahwa kepolisian tidak berwenang untuk menyelesaikan sendiri perkara-
perkara pelanggaran lalu lintas meskipun terdapat kesepakatan damai di antara 
kedua belah pihak, sebab yang akan memutuskan adalah pengadilan. Hal ini juga 
dikarenakan perkara pelanggaran Lalu Lintas bukanlah delik aduan, sehingga 
tidak ada alasan polisi untuk tidak membawa perkara pelanggaran Lalu Lintas 
tersebut ke pengadilan. 
Ganti rugi
12
 yang menjadi hak bagi korban kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana yang tersebut dalam pasal 240 huruf b bukanlah merupakan suatu 
kewajiban bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal 
tersebut juga tidak terdapat patokan atau standar ukuran dalam pemberian ganti 
rugi dari pelaku kepada korban sehingga istilah damai belum tentu pelaku 
memberikan ganti rugi pada korban sebab upaya perdamaian antara pelaku 
dengan korban dilakukan secara kekeluargaan.
13
Oleh karena ganti kerugian bagi 
korban bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pelaku, maka 
penentuan salah dan benarnya keadaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan 
lalu lintas dapat ditentukan pada proses peradilan.
14
 Sehingga tiap perkara 
kecelakaan lalu lintas memang sudah sewajarnya diadili melalui pengadilan 
meskipun sebelumnya sudah terdapat perdamaian diantara pelaku dengan korban. 
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 Ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, 
akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka 
gugatan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidananya. Hak 
menuntut ganti kerugian dan bagaimana diajukan diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Dalam 
penjelasan Pasal 98, disebutkan bahwa “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian bagi 
korban. Maka seorang saksi yang sekaligus menjadi korban, dapat meminta ganti kerugian 
dengan cara menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. 
Akan tetapi dalam praktik, menurut Mudzakiir, hak mengajukan tuntutan ganti kerugian sangat 
dibatasi, yaitu hanya terhadap kerugian berupa biaya-biaya yang dikeluarkan guna pemulihan 
akibat kejahatan. Pembatasan tersebut tidak sebanding dengan kerugian materiil dan immateriil 
yang diderita oleh korban kejahatan, sehingga biasanya dianjurkan agar menempuh melalui 
prosedur gugatan perkara perdata. Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam 
Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 156 
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Ipda D. Agung Trenggono, Kasubnit Laka Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, pada hari 
Kamis, 26 Oktober 2017, di Kantor Satlantas Surakarta. 
14
Ipda D. Agung Trenggono, Kasubnit Laka Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, pada hari 
Kamis, 26 Oktober 2017, di Kantor Satlantas Surakarta. 
13 
 
Ganti rugi tidak dapat menghapuskan suatu pelanggaran ataupun tindak 
pidana dalam hal ini terkhusus pada kecelakaan lalu lintas. Pelaku biasanya hanya 
memberikan santunan kepada korban, sehingga hal itu tidak dapat menghentikan 
proses peradilan namun hanya bersifat meringankan putusan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut. 
Santunan yang diberikan oleh pelaku kepada korban ini akan dicantumkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim 
dalam memutus perkara yang bersangkutan. 
Ganti kerugian merupakan hal yang penting dalam membantu memulihkan 
keadaan korban dan/atau ahli warisnya. Jika didasarkan pada Pasal 235 dan Pasal 
236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, pelaku sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas 
memiliki kewajiban atas pemberian ganti kerugian bagi korban. Pemberian ganti 
kerugian dari pelaku kepada korban dan/atau ahli warisnya bukan untuk 
menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku, hanya saja menjadi hal yang 
dipertimbangkan oleh hakim dalam meringankan sanksi pidananya.  
Kepolisian memiliki peran dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, 
bahkan polisi juga dapat dikatakan sebagai mediator dalam perkara kecelakaan 
lalu lintas apabila terdapat perdamaian diantara para pihak.  Sedangkan, disisi lain 
pengadilan juga memiliki peran penting dalam memutus segala perkara, dalam hal 
ini ialah perkara kecelakaan lalu lintas. Pengadilanlah yang seharusnya 
menentukan dan memutus bersalah atau tidaknya pelaku meskipun sudah terjadi 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap beberapa putusan 
yang telah diinventaris oleh penulis yakni putusan nomor: 
3179/Pid.B/2013/PN.Sby, 190/Pid.Sus/2015/PN.Bna, 137/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 
dan 266/Pid.Sus/2017/PN.Skt serta hasil penelitian lapangan tentang kecelakaan 
lalu lintas dan ganti kerugiannya bagi korban, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
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Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh 
ganti kerugian dari pelaku pada Pasal 240 huruf b. Ganti kerugian tersebut 
diberikan oleh pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada 
korban kecelakaan lalu lintas. Namun hak korban untuk memperoleh ganti rugi 
tersebut tidak diimbangi dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku apabila pelaku 
tidak memenuhinya, sehingga bisa saja hak korban untuk memperoleh ganti rugi 
menjadi terkesampingkan. Sedangkan, dalam perkara pidana, ganti kerugian 
diberikan tanpa menghapuskan sanksi pidana namun dianggap sebagai hal yang 
meringankan dalam penjatuhan pidananya. Kedua, dalam implementasinya, antara 
pelaku dengan korban terkadang muncul kesepakatan perdamaian yang 
menyebabkan korban hanya memperoleh santunan seikhlasnya sebagai bentuk 
rasa bersalah dan penyesalan dari pelaku, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku 
hanya meminta maaf kepada korban dan/atau ahli warisnya tanpa disebutkan 
adanya pemberian ganti kerugian untuk korban. Hal ini justru tidak sejalan dengan 
Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku untuk 
memberikan bantuan kepada korban, baik biaya perawatan maupun pemakaman 
jika korban meninggal dunia. Selain itu, korban dan/atau ahli warisnya dalam 
beberapa perkara tidak mengajukan penggabungan perkara sehingga korban 
dan/atau ahli waris korban justru tidak terlalu memperjuangkan haknya. 
Pertama, saran kepada pemerintah hendaknya lebih tegas dalam 
memperhatikan pengaturan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 
pelaku dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti 
rugi kepada korban, sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam 
perkara kecelakaan lalu lintas. Kedua, saran kepada aparat penegak hukum 
hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi mengenai ganti rugi baik melalui 
penggabungan perkara ataupun tidak kepada masyarakat terkait dengan 
memberikan pemahaman serta prosedur dari ganti rugi dan penggabungan 
perkara. Ketiga, saran terhadap pemberian denda yang dijatuhkan kepada pelaku 
hendaknya lebih ditujukan untuk diberikan kepada korban dan/atau ahli waris 
korban bukan secara keseluruhan masuk ke kas negara, sebab pihak korban 
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dan/atau ahli waris korbanlah yang merasa paling dirugikan atas terjadinya 
kecelakaan lalu lintas tersebut. 
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